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TINJAUAN TEORI

A. Teori Peraturan Perundang — Undangan

1. Pengertian
Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang wet in
materiele zin melukiskan pengertian Perundang — undangan dalam arti
materil yang esensinya anataralain sebagai berikut™

a. Peraturan perundang — undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena
merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang — undangan sebagai
kaidah hukum tertulis (geschrevenrecht,written law)

b. Peraturan perundang — undangan dibentuk oleh pgabat atau lingkungan
jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan”
yang berlaku atau mengikat umum (algemeen)

c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak
dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya
menunjukkan bahwa Peraturan perundang — undangan tidak berlaku

terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

> Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Y ogya karta:
Kreas Total Media, 2007), Cet. Ke1h. 5

28
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Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-
undangan (legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung) mempunya dua

pengertian : 1

a. Perundang - Undangan merupakan proses pembentukan/ proses
membentuk peraturan — peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun
ditingkat daerah.

b. Perundang —undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan
hasil pembentukan peraturan — peraturan, baik ditingkat pusat maupun di

tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai

berikut : 1

a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan — peraturan
perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinngi yaitu undnag-undang
sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribus atau delegas dari

kekuasaan perundang — undangan.

b. kedua berarti keseluruhan produk peraturan- peraturan perundangan

tersebut.

° Ibid.

7| bid
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Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan
pada pasa 1 ayat (2) Undang — undang dasar Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah
peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang

berwenang dan mengikat secara umum.®

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan

bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :*°

a. Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
c. Peraturan pemerintah

d. Peraturan Presiden

e. Peraturan daerah
2. Asas Peraturan Perundang-undanagan

Asas-asas tentang pembentukan pearturan perundang-undangan telah
dinormatifkan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10

tahun 2004. Asas-asas tersebut antaralain 2

8 |bid.
¥ Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 7

2 |bid. Pasal 5



31

Asas kegelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentuakan
peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang
hendak dicapai.

. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah
bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh
lembaga/pejabat  pembentuk peraturan perundang undangan yang
berwenang.

. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan
perundang-undangannya.

. Asas dilaksanakan, maksundnya adalah bahwa setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan
perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis,
yuridis, maupun sosiologi.

Materi kejelasan rumusan,, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan
perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Asas kegjelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk
setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis

penyusunan peraturan perundang-undangan.
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0. Asas keterbukaan maksunda adalah bahwa dalam proses pembentukan
peraturan perundang — undangan mulai dari perencanaan, bersiapan,

penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
3. Materi Muatan Peraturan Perundang — undangan

Materi muatan peraturanan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya
dapat dikonsepkan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan
perundang-undanagan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya.
Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang
— undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi

muatannya.*

Pasal 8 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur materi muatan

yang harus diatur dengan undang-undanng berisi hal hal yang :%

a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang —Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 meliputi :
1. Hak-hak asas manusia

2. Hak dan kewgjiban warga Negara

! Mahendra Kurnia,dkk,op.cit.,h 9

2 Undang — Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10, op.cit Pasal 8
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3. Pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan
Negara
4. Wilayah Negara dan pembagian daerah
5. Kewarganegaraan dan kependudukan
6. Keuangan negara
b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-

undang.

Sedangkan materi muatan peraturan pemerintah penggati undang -
undang sama dengan materi muatan udang — undang (pasal 9 Undang-undang
Nomor 10 tahun 2004). Pasal 10 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan
Pemerintah berisi materi materiuntuk menjalankan undang - undang
sebagaimana mestinya. Kemudian sesuait denggan tingkat hirarkinya, bahwa
Peraturan Presiden beriss materi yang diperintahkan undang-undang atau

materi untuk melaksanakan peraturan Pemerintah (pasal 11).%

Mengenai peraturan daerah, di nyatakan dalam pasal 12 Undang — undang
Nomor 10 Tahun 2004 bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tuga

% Mahendra Kurnia,dkk, op.cit, h. 10
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pembantu dan penampung kondisi khusus daerah serta jabaran lebih lanjut

Peraturan Perundang-undangan yang | ebih tinggi®*

. Pemerintahan Daerah
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah
Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan

berdaulat, dimana pemerintah didaerah merupakan bagian intergralnya. Oleh
karena luas dan banyaknya urusan pemerintah sehingga tidak mungkin
seluruhnya diurus sendiri oleh pemerintah pusat, dengan demikian urusan
Negara memerlukan adanya berbagai alat kelengkapan Negara membantu
terwujudnya tujuan Negara. Dalam Negara yang berbentuk kesatuan hanya
disebutkan pemerintahan daerah yang bias juga disebut dengan pemerintahan
setempat atau pemerintahan lokal (local government)®.

Oppenheim dalam bukunya yang berjudul Het Nederlendsch gementerecht
memberikan beberapa cirri — cirri pemerintahan daerah yakni 2
a. Adanyalingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada Negara
b. Adanya penduduk dari jJumlah yang mencukupi.
c. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan

dari yang diurus Negara, akan tetapi yang demikian menyangkut

#Ibid.
|bid.

% bid.
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lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar
swadaya.

d. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan
kepentingan-kepentingan itu

e. Adanyakemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Pengertian pemerintahan daerah ditemukan pada pasal 1 angka 2 undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan
“pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahaan oleh
pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisitem dan prinsip Negara kesatuan
republic Indonesia sbagaimana dimaksud oleh Undang-undang dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 19945.%

Secara jelas di paparkan pada pasal langka 3 Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur,
Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah®

“’ Undang — Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daeerah

2 |bid. Pasa 1



36

Sedangkan pada pasal 2 ayat (1),(2),dan (3) Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota yang masing — masing mempunyai pemerintahan daerah, yangmana
dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asa
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesgahteraan masyarakat,

pelayanan umum, dan daya saing daerah.”

Ruang lingkup pemerintahan daerah terdapat pada pasal 3 ayat (1)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah

daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (3) adalah®

a. Pemerintah daerah propins yang terdiri atas pemerintah daerah propinsi
dan DPRD Propinsi.
b. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari atas pemerintah

kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Dan dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) bahwa pemerintah daerah terdiri dari

kepala daerah dan perangkat daerah

2 |bid. Pasal 2

%0 |bid. Pasal 3
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2. Pembagian Urusan Pemerintah di Indonesia

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia diatur dalam pasal 10-18
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam
pasal 10 ayat (1) bahwa “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang oleh
undang-undang ini di tentukan menjadi urusan Pemerintah.®* Berdasarkan
pasal tersebut dapat dikatakan bahwah Pemerintah Daerah daam
pemerintahannya menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan (pasal 10 ayat(2)). Pembagian urusan
pemerintah ini di bagi menjadi tiga asas,yaitu desentralisasi, dekonsentrasi,

dan tugas pembantuan.*

Terkait dengan pelaksanaan otonomi ada beberapa hal yang menjadi

urusan dari pemerintah Pusat, hal ini tercantum dalam pasal 10 ayat (3) yaitu :

33

a. Urusan politik luar negeri
b. Pertahanan

c. Keamanan

%! bid. Pasal 10
¥ Mahendra Kurnia,dkk, op.cit, h. 16

¥ Undang — Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Op.cit.,Pasal 10
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d. Yustis
e. Moneter dan fisikal

f. Agama

Konsekuens dari hak mengatur dan mengurus rumah tanggan atas inisiatif
sendiri, maka kepala pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus
rumah tangga sendiri perlu dilengkapi dengan aat pelengkapan daerah yang

dapat mengeluarkan peraturan-peraturannya. Y akni peraturan daerah®

Keberadaan peraturan daerah merupakan condition sine quanom (Syarat
mutlak/syarat absolute) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi
tersebut.perda harus dijadikan pedomanbagi pemerintah daerah dalam
mel aksanakan urusan-urusan di daerah . disamping itu juga perda harus dapat

meberikan perlindungan hukum bagi rakyat daerah.*

Kewenangan dalam membentuk peraturan daerah berlandaskan pada pasal
18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah
dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan.

¥ Mahendra Kurnia,dkk, op.cit, h. 18
% bid.

% Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945 Pasal 18
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C. Peraturan Daerah
1. Definisi dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan
perundang-undangan. Dari pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 10 tahun
2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan daerah
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan
rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.®’

Peraturan Daerah merupakan jabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undanagan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang
dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada
diatasnya dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah. Peraturan
Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi serta perda daerah lainnya.®®

Mengenai ruang lingkup dari peraturan daerah, dalam pasal 7 ayat (2)
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan daerah

meliputi *°

3" Undang — Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10, Op.cit Pasal 1
% Mahendra Kurnia,dkk, op.cit, h. 19

¥ Undang — Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10, Op.cit Pasal 7
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a. Peraturan Daerah Propinsi di buat oleh dewan perwakilan rakyat daerah
propinsi bersama dengan Gubernur.

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat
daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

c. Peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan

desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainya.
2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Untuk membentuk suatu peraturan daerah harus sesua atau berdasarkan
asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus pembentukan peraturan
daerah. Asas-asas ini disebutkan dalam pasal 5 dan penjelasanya Undang-
undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan pasal 137 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yaitu sebagai berikut :*°

a. Asas kegjelasan tujuan, maksudnya setiap pembuatan peraturan perundang-
undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak di capai.

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya setiap
jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

yang berwenang membuatnya.

“0 Mahendra Kurnia,dkk, op.cit, h. 20



41

. Asaskesesuaian antara jenis dan muatan, maksudnya dalam prmbrntukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat dan dengan jenis peraturan perundang-undangan.

. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan
perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis,
yuridis maupun sosiologis.

. Asas dayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya setiap peraturan
perundang-undangan dibuat karena memang di benar-benar dibutuhkan
dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan
bernegara.

Asa kegjelasan rumusan maksudnya dalam membentuk setiap peraturan
perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis penyusunan peraturan
perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau
terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah di mengerti sehingga
tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksnaannya.

. Asas keterbukaan, maksudnya dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiagpan, penyusunan dan

pembahasan bersifat tranparan dan terbuka.
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3. Materi Muatan Peraturan Daer ah

Materi muatan peraturan Daerah merupakan materi muatan yang
bersifat atribusian maupun delegasian dari materi muatan peraturan
perundang-undangan diatasnya. Selain itu materi muatan Peraturan Daerah
juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan daerah menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan peraturan daerah ini
mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan
aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang

bersangkutan.**

Dalan pasa 6 Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan dan Pasal 138 Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dengan jelas

bahwa materi muatan peraturan daearah mengandung asas :*

a. Asas pengayoman
b. Asaskemanusian

c. Asas kebangsaan

d. Asaskekeluargaan
e. Asas kenusantaraan

f. AsasBhinekatunggal lka

“bid.

2 pid.
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0. Asaskeadilan
h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
i. Asasketertiban dan kepastian hukum
j. Asas keseimbangan
D. Pelaksanaan Peraturan Daerah
Untuk melaksanakan suatu peraturan daerah, kepala daerah
berdasarkan kuasa undang-undang, menetapkan peraturan kepala daerah.
Sama halnya denga peraturan daerah, peraturan kepala daerah jugatidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
Agar peraturan daerah bisa berfungsi secara efektif harus dilakukan hal
diantaranya **
1. Mensosidlisasikan peraturan daerah dengan menyebarluaskan ketengah-
tengah masyarakat, terutama stake holder yang bersangkutan
2. Melakukan upaya penegakan hukum peraturan daerah. Untuk itu di bentuk
satuan polis pamong praja. Disamping tugasnya menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Polisi Pamog Pragja juga

bertugas melakukan upaya penegakan hukum, khususnya perda.

“ Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011),

Cet ke4, h. 137
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Anggota satuan Polisi Pamong Praja juga dapat diangkat sebagai penyidik
pegawai negeri sipil sesuai ketentuan undang-undang. Penyidikan dan
penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah dilakukan oleh pejabat
penyidik dan penuntut umum sesuai dengan praturan perundang-undangan,
yaitu penyidik dari Polri dan penuntut dari kejaksaan. Disamping itu, ,melalui
peraturan daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan yang termuat

dalam peraturan daerah.

. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Hiburan Umum
1. Pengertian Hiburan Umum

Menurut Peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002
Tentang Hiburan umum yang di maksud dengan Hiburan Umum adalah
semua jenis Pertunjukkan, permainan dan keramaian dengan nama atau
bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan
dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan pasilitas olah raga atau

lapangan yang di gunakan untuk umum. *

4 Peraturan Daerah K ota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan umum
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2. Macam — Macam Hiburan
Pemerintah kota Pekanbaru telah menentapkan dalam perda sebagaimana

hiburan yang ada dan diatur dalam perda tersebut. Adapun macam — macam

hiburan sebagai berikut : *

1. Bioskop adalah ruang tertutup yang mupun terbuka untuk menonton film
layar lebar dengan tujuan mendapatkan hiburan dan pengagjaran/ilmu
pengetahuan umum.

2. Karaoke adalah kegiatan music dan nyanyian yang disaurkan dan di
tampilkan melalui televise yang dapat ditonton dan diikuti oleh seseorang
atau kelompok orang dengan bernyanyi.

3. PUB adalah kegiatan music hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh
seseorang atau lebih dalam ruangan.

4. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat/sarana jasa hiburan dalam
bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan orgen
tunggal .

5. Billyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick
kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.

6. Taman Rekreasi / Taman pancing adalah bentangan alam atau alam buatan

yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dngan sarana

* 1bid.
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permainan dan pertunjukan hiburan untuk tempat rileks, sntai serta
menghilangkan strees dan diperuntukkan untuk umum dan keluarga.

Video Game/Playstation adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa
hadiah.

Café adalah kegiatan restoran dengan menyungguhkan makanan ringan
khas dan disertai music dengan tujuan memberikan hiburan kepada
pengunjung café (restoran).

Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis

binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.

10. Group band / orgen tunggal adalah suatu kelompok music yang

mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan

memunggut bayaran dan atau jasa sewa.

3. Waktu Operasional Hiburan Umum

waktu operasiona hiburan umum adalah waktu dimana dibolehkannya

tempat hiburan umum di perboleh beropeass menjalankan kegiatan. Waktu

operasiona ini telah diatur didalam Bab IV Pasal 5 peraturan daerah kota

Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, yang mana sebagai

berikut :
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1. Bioskop :*°
a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB
b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
c. Malam dibuka pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB
d. Pertunjukan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam minggu
pukul 24.00 WIB sampai 02.00 WIB
2. Karaoke:¥
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB
3. Pub:*®
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB
4. Rental Video CD dan LD :*
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing :*°
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
6. Kebun Binatang :>*

Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

“® 1bid.
T 1bid.
“8 1bid.
| bid.
% | bid.

*!Ibid.
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7. Video game/Play Station ;>
Dibuka pukul 08.00WIB sampai dengan 17.00 WIB
8. Café:*>
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB
9. Group Band :**
Dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB
10. Billyard :>
Dibuka pukul 08.00 sampai dengan 22.00 WIB
4. Sanksi Pelanggaran Tempat Hiburan Umum
Sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah telah diatur dalam peraturan
daerah itu sendiri. Seperti halnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002
Tentang Hiburan umum, Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat (1), (2), dan (3).
Didalam pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut :*°
a. bagi setigp usaha yang ada/buka namun belum memiliki izin tempat (HO)
dari pemerintah kota Pekanbaru di kenakan denda sebesar 50% dari

perhitungan / penetapan Retribusi 1zin.

%2 1bid.
% | bid.
*bid
% |bid

*1bid.
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b. Usaha yang tidak memilki izin dan memenuhi ketentuan dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku, usaha atau kegiatan dapat disegel dan
ditutup oleh tim Yustis

c. Bagi pemilik usah yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang
telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.
Didalam Peraturan daerah kota pekanbaru ini jelas setiap pelanggaran

yang lakukan oleh pemilik usaha hiburan umum ini memiliki sanksi tegas

terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.



